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ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan penjelasan bahwa:
Serikat buruh maupunsserikat pekerja dan Organisasi_perkumpulan pengusaha
dapat bertindak sebagai kuasa.hukum untuk beracara di*Pengadilan Hubungan
Industrial untuk mewakili anggotanya sesuai dengan surat kuasa khusu yang
diberikan-anggotanya.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan serikat
pekerja/serikat buruh sebagai kuasarhukum di, pengadilan berdasarkan undang-
undang nomor 2 tahun' 2004 tentang penyelesaian perselisinan hubungan
industrial di-pengadilannegeri pekanbaru dan Apa sajakah yang dapat menjadi
Hambatan dalam Pelaksanaan serikat pekerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum
di pengadilan- berdasarkan undang-undang nemor 2 tahun 2004 tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di pengadilan negeri pekanbaru,
dan apa solusinya.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis, sedangkan sifat dari
penelitian ini adalah deskriftif analitis objek penelitian adalah Pelaksanaan serikat
pekerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum di pengadilan berdasarkan undang-
undang nomor+ 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisinan hubungan
industrial di pengadilan negeri. pekanbaru,. untuk © memperoleh gambaran
pelaksanaan dan kendala serta solusi serikat pekerja/serikat buruh dalam
menjalankan kuasanya.

Hasil penelitian‘ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan serikat pekerja/serikat buruh
sebagai kuasa hukum di pengadilam berdasarkan-undang-undang nomor 2 tahun
2004 tentang penyelesaian perselisinan hubungan industrial di pengadilan negeri
pekanbaru telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,
adapun kendala yang dihadapi Serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan
kuasanya adalah™ dalam proses bipartit (perundingan) pihak pekarja tidak
melibatkan serikat “pekerja,tripartit (mediasi,konsiliasi) dimana mediator dan
konsiloator berpihak ke pengusaha, dalam persidangan di pengadilan hubungan
industrial kendalanya yaitu jarak dan"lamanya proses persidangan. Dan adapun
upaya untuk mengatasi hambatan yaitu serikat pekerja/serikat buruh harus
melakukan beberapa tekanan kepada pengusaha, mencari terlebih dahulu latar
belakang mediator/konsiliator, berusaha mengumpulkan semua bukti, mencari
saksi yang ahli dibidangnya, memonitoring diluar pengadilan. Agar serikat
pekerja dapat menjalankan kewajiban/fungsinya dengan baik.

Kata kunci : Kuasa hukum,serikat pekerja/serikat buruh,dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial

Vii



ABSTRACT

Based on the provisions of Article 87 of Law Number 2 of 2004 concerning the
Settlement of Industrial Relations Disputes provides an explanation that: Labor
unions and trade unions and employers' association organizations can act as legal
counsel for proceedings at.the Industrial Relations Court.to represent their
members in accordance with the.special power-of attorney granted its members.

The main problem in this research is how the implementation of trade
unions/labor unions as legal representatives in court based on law number 2 of
2004 concerning the settlement of industrial relations disputes in.the Pekanbaru
district court and what can‘be‘ebstacles in the implementation of trade
unions/laborunions as attorney in court based on law number 2 0f 2004
concerning the settlement of industrial relations disputes in the Pekanbaru district
court, and what is the solution.

This research is classified as a sociological legal research, while the nature of this
research is descriptive analytical. The object of research is the implementation of
trade unions/labor unions as legal counsel in court based on Law-No. 2 of 2004
concerning the settlement of industrial relations disputes in the Pekanbaru District
Court, to obtain description of the implementation and the obstacles and solutions
for trade unions/labor unions in exercising their power.

The results of this study indicate that the implementation of trade unions/labor
unions as legal counsel in court based on law number 2 of 2004 concerning the
settlement of industrial relations. disputes in the-Pekanbaru district court has been
running in accordance with existing laws and regulations, as for the obstacles
faced by the trade unions. The labor union in exercising its power is in the
bipartite (negotiation), tripartite (mediation, conciliation) process as well as the
distance and length of the trial process. And as for efforts.to overcome obstacles,
namely trade unions/labor unions must put some pressure on employers, seek first
the background of the mediator/conciliator, try to collect all evidence, look for
witnesses who are experts in their fields, monitor.outside the court. So that the
union can carry out its obligations/functions proper|.

Keywords: Lawyers, trade unions/labor unions, and settlement of industrial
relations disputes
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BAB |

PENDAHULUAN

sejalan )3 a ang Dasar  Negara pub Indonesia

Tahun 1945 telah diunda g 2003 Tentang

melakukan suatu pekerjaan yang dapat menimbulkan sebuah barang dan atau jasa
yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk keperluan
masyarakat.! Menurut pendapat seorang ahli yang bernama Payaman
Simanjuntak, pengertian dari kata tenaga kerja atau dalam istilah asing disebut

manpower adalah individu-individu, kelompok atau penduduk yang telah selesai

! pasal 1 Angka 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



melakukan pekerjaan atau yang sedang melakukan pekerjaan, dan yang sedang
mencari sebuah pekerjaan, serta yang melaksanakan sebuah kegiatan lain seperti
dapat kita contohkan yang sedang melaksanakan kegiatan bersekolah, dan
mengurus rumah.tangga. Pemerintah Indonesiadi dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 memberikan sebuah ketetapan terhadap kata pekerja akan selalu
disertai dengan kata buruh, yang' dapat Kitaskatakan bahwa di dalam Undang-
Undang ketenagakerjaan ini memakai dua kata tersebut yang memiliki pengertian
yang sama. Pekerja/Buruh di dalam Undang-undang ini memiliki makna adalah
setiap individu atau orang yang melakukan sebuah pekerjaan dengan syarat bahwa
setiap individu atau orang yang bekerja tadi menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain.?

Apabila kita melihat di dalam hukum perburuhan atau dunia
ketenagakerjaan, maka akan-terdapat beberapa kata atau istilah yang bemacam-
macam, diantaranya seperti terdapat. istilah atau kata pengusaha, karyawan,
majikan, buruh, pekerja, pegawai.® Adapun istilah atau kata Pekerja/buruh
menurut UU No.21 tahun 2000 memiliki pengertian adalah setiap individu atau
orang yang melakukan sebuah.pekerjaan,.maka orang atau individu tersebut
berhak menerima upah atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya dalam
bentuk lain. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat dua komponen vyaitu individu yang bekerja dan komponen
penerima upah atau jenis balas jasa yang berbeda. Hal ini tidak sama dengan arti

bekerja, khususnya setiap individu yang dapat menangani pekerjaan untuk

2 R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka setia, Bandung, 2013, him. 47
% Nani Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, Hukum Bisnis Dilengkapi dengan kajian Hukum
bisnis Syariah, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 325



mengantarkan barang dagangan maupun administrasi, baik untuk mengatasi
masalah mereka sendiri maupun masalah daerah setempat.

Secara umum Pekerja/Buruh adalah setiap individu atau orang yang
menjadi warga negara Indonesia_di mata. Hukum Negara. Indonesia memiliki
kedudukan yang sama, dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan. yang mana juga
memiliki hak untuk mengeluarkan péendapat;bergabung serta mendirikan suatu
Organisasi = (serikat ~ Pekerja/Buruh)  untuk = mempertahankan  hak-hak
perkerja/buruh dalam suatu perusahaan dan juga sebagai bagian dari organisasi
(baik serikat pekerja maupun serikat buruh) tersebut. Setiap diri pekerja atau
buruh yaitu salah satu rekan kerja dari pengusaha yang amatlah penting didalam
suatu kelangsungan atau jalan nya suatu usaha dalm rangka bertujuan untuk
menjamin kemajuan perusahaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan setiap
pekerja ataupun buruh.

Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Serikat Pekerja maupun
istilah Serikat Buruh yang mana adalah sebuah wadah atau sebuah sarana bagi
setiap pekerja maupun buruh dalam mencapai tujuan untuk memperjuangkan serta
mempertahankan kepentingan serta hak-hak.pekerja atau buruh. Sebuah organisasi
serikat pekerja maupun organisasi serikat buruh wajib memiliki kepedulian atau
rasa tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap
kelangsungan hidup atau jalannya sebuah perusahaan begitu pula sebaliknya,
setiap perusahaan atau pengusaha harus menganggap setiap pekerja atau karyawan
sebagai rekan kerja atau patner kerja sesuai dengan norma-norma kemanusiaan.

Dengan adanya Serikat Pekerja atau Serikat Buruh maka dapat di harapkan akan



terwujudnya kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh dan juga dapat memperjuangkan
kepentingan serta mempertahankan Hak-Hak Pekerja/Buruh tersebut. Dapat kita
lihat gambaran secara umum persoalan pekerja atau buruh yang terjadi sekarang
ini lebih banyak.diidentikkan-dengan persoalan antara pekerja atau buruh dan
pengusaha atau majikan.*

Organisasi Serikat PekerjaTmaupun Serikat Buruh memiliki pengertian
adalah: organisasi yang dibentuk dari pekerja maupun buruh, oleh pekerja maupun
buruh dan nantinya berguna untuk pekerja maupun buruh baik yang berada di
dalam perusahaan maupun berada diluar perusahaan. Organisasi serikat pekerja
maupun serikat buruh memiliki sifat tanggung jawab, mandiri, demokratis, bebas,
terbuka, yang.-memiliki fungsi untuk dapat melindungi membela buruh atau
pekerja. Organisasi serikat buruh atau organisasi serikat pekerja juga memiliki
tujuan untuk peningkatkan, _kesejahteraan setiap buruh-atau pekerja dan
keluarganya. Organisasi serikat buruh atau organisasi serikat pekerja yang berada
di dalam perusahaan memiliki pengertian adalah: Organisasi serikat buruh atau
organisasi serikat pekerja yang didirikan oleh para buruh, pekerja, karyawan atau
pegawai yang berada di dalam. Suatu perusahaan atau beberapa perusahaan.
Sedangkan Organisasi serikat buruh atau organisasi serikat pekerja yang beradadi
luar perusahaan adalah Organisasi serikat buruh atau organisasi serikat pekerja
yang didirikan oleh para pekerja atau buruh yang tidak bekerja di dalam sebuah
perusahaan atau dengan kata lain Organisasi serikat buruh atau organisasi serikat

pekerja adalah gabungan dari serikat buruh atau serikat pekerja. Sedangkan induk

4 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 20
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dari sebuah Organisasi serikat buruh atau organisasi serikat pekerja bernama
Konfederasi Serikat buruh atau serikat pekerja. Konfederasi Serikat buruh atau

serikat pekerja memiliki pengertian adalah gabungan Federasi Serikat buruh atau

ederasi dan

e

inas Tenaga
iban sebagai

berikut:

g\ \ {3

1. Memb lain Perjanjian
@q rusahaan
2. : an perselisihan
3 ik
4 mbentuk sebuah
melakukan kegiatan yang
5 m melakukan kegiatan lainnya

di bidang ketenagakerjaan, selagi kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada umumnya Organisasi serikat buruh atau organisasi serikat pekerja, federasi

dan konfederasi Serikat buruh atau serikat pekerja bertugas untuk melindungi dan

5 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
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memperjuangkan hak-hak setiap buruh atau pekerja dalam koridor hubungan

industrial baik yang berada di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Terkait dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

mendorong
tinggi oleh kapasita ggung jawab 00 semua komponen
dalam perus

dasar yang G [ pe seti lividu ci an dalam hubungan

Ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan dan menjadi sarana dalam
melakukan kegiatan hubungan industrial serta dapat mencapai tujuan utama
sebuah sistim pengaturan hubungan industrial, yaitu sebagai berikut :’

1. Wajib menaati semua peraturan perundang-undangan.

6 Adrian Sutedi, Op.cit., h. 23
7 Ibid., hal. 29
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2.

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau disebut juga Perjanjian kerja
bersama (PKB) menjadi sebuah acuan atau yang merupakan syarat kerja yang

dirumuskan melalui perundingan antara serikst pekerja/serikat buruh dengan

ah wadah atau
nai berbagai isu
baga ini tidak

erja/serikat buruh

Melakukan kegiatan Pendidikan hubungan industrial, dimana pendidikan ini
berguna sebagai sarana yang berguna dalam hal memberikan pengetahuan
serta pemahaman tentang hubungan industrial, untuk para buruh atau para
pekerja, serikat buruh atau serikat pekerja, pengusaha, perusahaan atau

manajemen perusahaan.
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7. Apabila terjadi perselisihan industrial antara pihak buruh atau pihak pekerja
serta organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dengan pihak pengusaha

atau perusahaan maka mengacu kepada sebuah mekanisme penyelesaian

pertentanga

buruh den a terdapatnya

buruh dalam

AtNaNag

ngan kerja dan

hbeberapa undang-

ARG

ngan kerja dan

1. Instruksi Me " -4091 Tahun 1950
tentang Tata Care Qz .
2. Surat Edaran Kemente 1 or PP. 3-8-14/U.3994 Tahun

1950. Surat Edaran ini berisi tentang keharusan pengusaha melakukan
pemutusan hubungan Kkerja secara besar-besaran, minimal 10 (sepuluh)
pekerja setiap bulannya.

3. Peraturan Kekuasaan Militer Pusat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Perselisinan Perburuhan dengan jalan membentuk sebuah

8 1bid., hal. 97
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panitia penyelesaian pertikaian perburuhan atau disingkat panitia

penyelesaian.

4. Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951, Dikeluarkan dengan maksud

kesepekatan maka para pihak baik satu pihak atau kedua belah pihak tersebut
maka dapat mengajukan sebuah gugatan, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan
Hubungan Industrial. Sebuah keputusan dari Keputusan Pengadilan Hubungan
Industrial tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak
yang memiliki argumen yang mendasar, maka hasil keputusan tersebut dapat

langsung diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Upaya penyeleseaian



dengan cara mediasi maupun konsiliasi dalam hubungan industrial merupakan
sebuah upaya penyelesaian dalam hal perselisihan kepentingan, ketidak sepakatan
tentang akhir bisnis (PHK), atau perdebatan antara organisasi serikat buruh atau
serikat pekerja dalam satu organisasi melalui-jalan musyawarah, dimana diurus
oleh setidaknya satu arbiter untuk mediasi yang tidak memihak, sementara
konsiliasi ditangani oleh setidaknya'satu konsiliator yang tidak memihak.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sesuai dengan ketentuan
peralihan, disebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan
Swasta dan Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1957
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di nyatakan tidak berlaku lagi.
Tugas dan kewenangan Pengadilan Hubungan, Industrial berdasarkan Pasal 56
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 memeriksa dan memutuskan :

a. Pada tingkat pertama mengenai perselisihan Hak.

b. Pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisinan kepentingan.

c. Pada tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan Hubungan kerja, dan

d. Pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Apabila terjadi perselisihan antara serikat pekerja/serukat buruh,
perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan atau perselisihan
kepentingan dalam satu perusahaan, dapat langsung menjadi kuasa hukum untuk

beracara di pengadilan hubungan indusrial yang diwakili oleh beberapa orang

10
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yang telah di tunjuk dalam surat kuasa yang telah di sepakati bersama. Hal ini
sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1N

o
=
o
g
el

o

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan persyaratan menjadi
seorang advokat, yaitu :

1. Warga Negara Republik Indoesia

2. Bertempat tinggal di Indonesia

3. Tidak berstatus sebagai pegawai Negeri atau pejabat Negara

°Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat
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4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun

5. Berijazah serjana yang berlatar belakan pendidikan tinggi hokum sebagai

mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

6.
7 da kantor
8 jahatan yang
9 mp yai integritasi
bahwa dalam
pendaftaran engangkatannya
tidak meman maupun serikat
pekerja itu atau pekerja di
tempat organisa put. Untuk mewakili
atau untuk menjad Qa ‘ an..dalam perkara perselisihan
hubungaan industrial seorang h pun serikat pekerja dan atau

oraganisasi perkumpulan pengusaha harus mengantongi surat kuasa khusus dari
masing masing anggotanya yang berisi, Pernyataaan dari para anggota bahwa
penanganan perselisihan tersebut telah ditunjuk dan disepakati bersama untuk
diwakili oleh seorang atau beberapa orang anggota Serikat buruh maupun serikat

pekerja yang telah tertuang kedalam surat kuasa khusus tersbut.
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Sesuai dengan ketetuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa ‘Negara
Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek
harus senantiasa_berdasarkan -Hukum. Menurut Fence M. wantu, “hukum tanpa
nilai kepastian hukum akan kehilangan makna kerena tidak lagi dapat di jadikan
pedoman perilaku lagi bagi_semia orang”! Kepastian hukum diartikan sebagai
kejelasan ‘norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang
dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada
kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Azas Kepastian hukum adalah pelaksanaan “hukum sesuai dengan
aturannya sehingga menimbulkan opini  dii masyarakat® bahwa hukum
dilaksanakan. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut® :

1. Adanya Kejelasan sebuah konsep yang dipakai

2. Adanya Kejelasan hirarki kewenangan dari sebuah lembaga yang bertugas
sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

3. Terjadinya sebuah konsistensi hukum perundang-undangan.

Pada bulan Februari“2020.di Propinsi.Riau jumlah angkatan kerja terdapat
sebanyak 3,33 juta orang, jumlah angkatan kerja di Propinsi Riau naik menjadi
31.240 orang dibanding Februari 2019. Pada akhir bulan Februari 2020, tercatat
sebanyak 3,16 juta orang penduduk Propinsi Riau yang bekerja sedangkan tercatat
sebanyak 168.690 orang penduduk Propinsi Riau menganggur. Dibanding akhir

tahun 2019 yang lalu, jumlah penduduk Propinsi Riau bekerja bertambah 46.250

10 Zulfikri, Kepastian Hukum Akad Murabaha Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah,
Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, him . 9
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orang, sedangkan jumlah penduduk Propinsi Riau pengangguran berkurang
sebanyak 15.010 orang.*' Selama pandemi covid 19 tahun 2020, Disnaker Kota

Pekanbaru mencatat terdapat 287 Kasus PHI yang masuk ke Disnaker Kota

Pekanbaru.?

cabang

merupaka

perkebuna

Kasus PHI ya J ) . ] ana tercatat 6

PHI yang sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial dimana tercatat 9 Kasus
Perselisihan Hubungan Industrial sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial Kota
Pekanbaru. Terdapat sebanyak 8 (delapan) kasus yang dimenangkan FSPPP

Propinsi Riau Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

11 https://mediacenter.riau.go.id/read/53802/bps-jumlah-angkatan-kerja-di-riau-naik-31240-.html,
di Akses Tanggal 08 Nopember 2021.

12 hitps://www.pekanbaru.go.id/p/news/disnaker-catat-287-karyawan-terkena-phk-sejak-awal -
pandemi-covid-19, di Akses 08 Nopember 2021.
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2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan

kesimpulan bahwa: Serikat buruh maupun serikat pekerja dan Organisasi

perkumpulan pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di

1.

2.

s
Bagaimana Pelaksanaa ‘
pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang
penyelesaian perselisinan hubungan industrial di pengadilan negeri
pekanbaru?

Apa sajakah yang dapat menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan serikat

pekerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum di pengadilan berdasarkan

15
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisinhan

hubungan industrial di pengadilan negeri pekanbaru, dan apa solusinya?

Y

”
5-

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk :

() Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1/Strata Satu) pada Fakultas

Hukum Universitas Islam Riau.
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(i) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum

terutama dalam Hal Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sebagai

Kuasa Hukum Di Pengadilan.

bersama serta menjadi aturan main bagi masyarakat sehingga terciptanya tujuan
dalam bentuk sebuah negara. Undang-undang dengan kata lain adalah sebuah
perkumpulan atau himpunan prinsipyang mengatur hak dan kewajiban rakyat serta

kekuasaan pemerintah, dan prinsip yang mengatur huungan keduanya.*?

13 Zulfikri Toguan, kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Menurut Hukum Syariah,
Tamankarya, Pekanbaru, 2018, him. 24
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Kuasa hukum dalam pemanggilan yang sah memiliki peranan sebagai
pendamping atau keterwakilan dari pihak yang berkasus di pengadilan. Seseorang
yang disebut sebagai kuasa hukum juga dapat diartikan sebagai seseorang yang
mempunyai kewajiban untuk membantu sidang-sidang dalam sidang pengadilan,
bantuan.itu dilakukan berdasarkan kesepahaman atau persetujuan dengan sidang-
sidang yang bersangkutan dan.dinyatakan 'dalam kekuatan surat kuasa khusus.
Dengan perkataan lain, yang dimaksud kesepahaman atau persetujuan disini
adalah perjanjian antara yang memberi kuasa, yang mempunyai masalah yang
dalam peraktik disebut pemberi kuasa (principal) atu klien dengan yang diberi
kuasa, yang disebut penerima kuasa, yang termaktub ke dalam UU No. 18 Tahun
2003 tentang Advokat, yaitu dalam pasal 1 diberikan kepada advokat (lawyer).*

Dewasa ini, penerima kuasa tersebut diperluas tidak hanya Advokat tetapi
juga pihak lain, yang dapat bukan advokat yang disebut “penerima bantuan
hukum”, sesuai UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun terdapat
perbedaan dari sudut honorarium, yaitu bahwa advokat berhak mendapatkan
honorarium dari klien,sedangkan penerima bantuan-hukum tidak boleh mendapat
honorarium dari Kkliennya, "karena. yang “bersangkutan mendapat bantuan dari
Negara yang direncanakan dan di tetapakan dalam APBN, karena itu merupakan
uang Negara.®®

Selanjutnya dalam BW atau KUHPer telah mengatur hukum tentang
kewajiban-kewajiban dari seorang atau lebih pemberi kuasa, kewajiban-kewajiban

dari seseorang atau beberapa orang penerima kuasa, pemberian kuasa, dan hal-hal

14V, Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil, Erlangga,
Jakarta, 2015, him. 66.
15 1bid.,
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penyebab berakhirnya pemberian kuasa. Berdasarkan Psl. 1792 KUHPer
menyatakan bahwa surat kuasa adalah persetujuan yang terkandung hal tentang
penyerah terimaan kekuasaan dari pemberi kuasa kepada yang menerima kuasa
agar melakukan segala sesuatuyang tertuang.didalam surat kuasa tersebut.

Berdasarkan Pasal 1793 KUHPer, menyatakan bahwa kuasa dapat di
berikan dan diterima berbentuk surat, lisan akta yang otentik maupun suatu surat
di bawah tangan. Serah terima sebuah kuasa dapat dilakukan secara sembunyi dan
menarik sebuah kesimpulan atas kuasa yang dijalankan oleh orang yang menerima
kuasa tersebut. Berdasarkan Pasal 1800 KUHPer kewajiban dari penerima kuasa
adalah sebelum dicabutnya surat kuasa dari pemberi kuasa maka penerima kuasa
wajib menjalankan aktifitas yang tercantum didalam kuasanya dan penerima
kuasa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab segala hal yang timbul
apabila tidak menjalankan /tugas sesuai dengan iyang tercantum didalam surat
kuasa. Penerima kuasa juga wajib bertanggung jawab atas kuasanya apabila
pemberi kuasa ‘meninggal dunia dalam hal penyelesaian tugas yang telah
dimulainya, serta urusan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak
diselesaikan.

Serikat Buruh maupun serikat pekerja dalam suatu perusahaan memiliki
sebuah pengertian serikat buruh maupun serikat pekerja yang dibentuk oleh buruh
maupun pekerja yang berada didalam sebuah perusahaan ataupun yang berada
diluar perusahaan. Serikat Buruh maupun Serikat Pekerja yang berada di luar
perusahaan memiliki pengetian bahwa serikat buruh maupun serikat pekerja yang

dibentuk oleh pekerja atau buruh yang tidak bekerja dalam perusahaan tersebut.

19



Keberadaan serikat buruh ataupun serikat pekerja yang merupakan wujud nyata
dari pelaksanaan Pasal 28 E ayat (4). Pengertian dari kebebasan berserikat adalah
salah satu dari suatu hak asasi manusia dan bersifat ekternal (berada di luar)
karena dikoordinasikan dengan..orang-orang.-lcuasnya peluang kebebasan yang
erat hubungan berserikat untuk para buruh dan pekerja memiliki cakupan yang
luas karena memiliki peluang .untuk'termasuk kedalam suatu asosiasi atau tidak
masuk untuk menjadi individu dari organisasi pekerja manapun.

Federasi Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja memiliki pengertian
adalah gabungan dari sebuah serikat buruh atau serikat pekerja. Sedangkan
Konfederasi Serikat Buruh atau Konfederasi Serikat Pekerja merupakan gabungan
Federasi Serikat Buruh atau Federasi Serikat Pekerja. Dimana tujuan utama dari
Serikat Buruh atau Serikat Pekerja yaitu untuk memberikan perlindungan serta
memperjuangkan hak-hak buruh atau pekerja dalam terciptanya sebuah hubungan
industrial ketika berada didalam pengadilan atau diluar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 102 UU 13 Tahun 2003 Tentag Ketenagakerjaan, dalam
menjalankan hubungan. industrial, serikat buruhatau serikat pekerja memiliki
kapasitas untuk melakukan pekerjaan sesuai-komitmen mereka, menjaga segala
sesuatu di bawah kendali untuk kelangsungan produksi, mengarahkan tujuan
secara adil, mengembangkan kemampuan dan penguasaan mereka sama seperti
mengambil bagian dalam mendorong organisasi dan memperjuangkannya untuk
kesejahteraan anggota serikat buruh atau serikat pekerja dan keluarganya. serikat
buruh atau serikat pekerja pada dasarya ditujukan untuk melindungi dan berjuang

dalam hal kepentingan pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, fungsi dari serikat
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buruh atau serikat pekerja yaitu untuk peningkatan kesejahteraan anggota serta
wujud sebuah sarana untuk melengkapi dan membaurkan buruh atau pekerja
sebagai individu dari daerah setempat.®

Peluang berserikat mengacu pada satu-hak buruh atau pekerja dan pemberi
kerja atau pengusaha untuk membuat atau tergabung dalam hal asosiasi, misalnya,
serikat pekerja dan serikat_pengusaha. “Pekerja/Buruh harus diizinkan untuk
memilih bagaimana mereka ditangani dan pengusaha tidak boleh ikut campur
secara bersamaan. Kesempatan berserikat adalah hak buruh/pekerja yang tidak
dapat diperdebatkan, namun pada tingkat dasar hak juga menunjukkan bahwa hak
juga mengandung pengartian untuk tidak berhubungan, dengan tujuan agar burh
maupun pekerja  tidak boleh dipaksa menjadi suatu anggota. serikat buruh atau
serikat pekerja.'’

Pengertian serikat buruh atau serikat pekerja berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
UU No. 21 Tahun 2000 adalah sebuah organisasi yang dibuat dari, oleh dan untuk
buruh atau pekerja, baik yang berada di luar perusahaan maupun yang berada
diluar perusahaan, yang bersifat tanggung jawab,.demokratis, mandiri, bebas,
terbuka, agar dapat berjuang,..membela..serta melindungi setiap hak dan
kepentingan buruh atau pekerja serta peningkatan kesejahteraan buruh atau
pekerja dan keluarganya.

Adapun sifat dari serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai berikut :

1. Bebas, yaitu bahwa sebuah organisasi serikat pekerja ataupun serikat buruh

16 Sentanoe Kertonogoro, Gerakan Serikat Pekerja, Studi Kasus Indonesia dan Negara-Negara
Berkembang, Yayasan TKI Indonesia, 1999, hal. 23

17 Suwarto, Hubungan Industrial Dalam Peraktek, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003,
hal. 126
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dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sebuah federasi dan

konfederasi dari serikat buruh maupun serikat pekerja tidak boleh dibawah

tekanana atau pengaruh dari pihak manapun.

gembangkan
N yang dibuat

aderasi serikat

Bertanggung jawab, memiliki pengetian bahwa, di dalam pencapaian tujuan
dan pelaksanaan sebuah hak dan kewajibannya, serikat buruh maupun
serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat buruh atau serikat pekerja
memiliki rasa tanggung jawab kepada seluruh anggota, masyarakat, dan

Negara.
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Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU. No. 21 Tahun 2000, serikat buruh atau
serikat pekerja dalam memberikan jaminan, perlindungan suatu hak dan

kepentingan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap buruh atau

jasa yang terc : s atau buruh dan

otoritas p

terdaftar di lebih dari satu serikat buruh atau serikat pekerja, maka ia wajib
menyatakan sikap untuk satu keputusan yang dicatat secara tertulis serikat

buruh atau serikat pekerja mana yang ia pilih.®

18 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004, hal. 148
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E. Konsep Operasional

Untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman atas penelitian

yang dilakukan, maka penulis memberikan batasan-batasan tentang terminology

kum Di

disebut hukum
perundang-

dibentuk oleh

yang tercantum dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Makna yang tersirat di dalamnya lebih luas karena
mencakup semua orang yang melakukan sesuatu atau bekerja kepada pihak lain,

baik persekutuan,badan hukum, atau perorangan sekalipun denngan menerima

imbalan dalam bentuk apapun yang identik dengan uang namun bisa juga
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berupa barang.® Kedudukan buruh yang lemah ini membutuhkan suatu wadah

agar menjadi kuat, wadah itu adalah adanya pelaksaan hak berserikat di dalam

suatu serikat pekerja/serukat buruh.?

tersebut ! : ) g 2bas, terbuka,
yang mana dungi hak dan
kepentinga ata ‘;: ‘- : -L':-f : jan kepentingan
buruh dan pekerja dan

keluarganyze

usaha atau perusahaan milik sendirl.

b. Badan hukum, orang perseorangan, persekutuan yang menjalankan suatu
usaha atau perusahaan yang bukan miliknya.

c. Badan hukum, orang perseorangan, persekutuan yang berada di Indonesia

mewakili usaha atau perusahaan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan

19 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, ed.revisi, Rajawali Pers, Jakarta,
2010, him.45.
20 Pradjoto, Kebebasan Berserikat Di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983 him. 13
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b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah ada peradilan khusus yang
menangani pernyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI), yang di bentuk di lingkungan pengadilan negeri
yang berwenang memeriksa; =mengadilij «dan ‘memberi putusan terhadap
perselisihan hubungan industrial. Seperti yang di maksud oleh Undang-Undnag
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa perselisihan Hubungan
industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan ‘pekerja / serikat buruh karena
adanya perselisihan mengenai hak, perselisinan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisinan antara serikat pekrja/serikat buruh
dalam satu perusahaan.”

Seorang kuasa hukum dicirikan sebagai seseorang yang memiliki tugas
untuk mendampingi dan membantu klien nya yang berperkara di pengadilan.
Istilah kuasa hukum masih sering didengar oleh.masyarakat umum. Pada
umumnya kuasa hukum™ini .di wakili..oleh  seorang advoka/pengacara.
Advokat/Pengacara yang mempunyai tugas untuk mengikuti/mewakili sidang-
sidang kliennya untuk dilanjutkan di pengadilan, pendampingan tersebut
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kuasa hukum dengan kliennya untuk
mewakili atau mendampinginya di pengadilan dan kesepakatan tersebut

dinyatakan dalam surat kuasa khusus.

21 Undang-Undang Nomor.21 Tahun 2000, Loc. Cit.
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Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP) merupakan
cabang dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dimana FSPPP

merupakan wadah para serikat pekerja yang bekerja dibidang pertanian dan

perselisihan hubungan industrial di pengadilan negeri pekanbaru.

Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka
penelitian yang digunakan adalah metode observational research dengan cara
melihat langsung kelapangan. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian

ini bersifat deskriftif analitis, yaitu dengan mengungkapkan peraturan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang
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menjadi objek penelitian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam

masyarakat yang berkenaan objek penelitian dan mengambarkan secara jelas

tentang bagaimana Pelaksanaan serikat pekerja/serikat buruh sebagai kuasa

ada. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: Pimpinan
FSPPP-KSPSI Propinsi Riau
b. Responden
Sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: Pimpinan FSPPP-

KSPSI Propinsi Riau.
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4. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

pertimbangan tertentu sangan diperlukan dalam penelitian hukum,

kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.?*

22 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana prenada Media,
Jakarta, 2016, him. 142-143

2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 106

24 Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Uir Pres,
Pekanbaru, 2017, him. 13.

29



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

5. Teknis Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan

sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka

B. Wawancara
Wawancara memiliki pengertian bahwa sebuah teknik di dalam
pengumpulan data dimana sebuah proses tanya jawab yang dilakukan

secara lisan, proses tanya jawab ini dilakukan secara satu arah, artinya

% Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: Rineka
Cipta,2018), him.104.

%6 3. Nasution, Metode Research ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him.128

27 Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey ( Jakarta:LP3ES,2015),
him.46
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setiap jawaban wawancara diberikan oleh orang yang diwawancarai,
sedangkan pertanyaan wawancara diberikan oleh orang yang

mewawancara.?®  Hopkins memiliki pendapat bahwa proses suatu

.‘Q ngan kepada sample peneliti
wajib bersifat siste . ancara memiliki makna sebagai
sebuah cara dalam menghimpun semua keterangan yang dilakukan dengan
sistim tanya jawab secara bertatap muka secara langsung, sepihak, lisan,
dan dengan arah tujuan yang telah ditetapkan.°
Metode interviewer ini dilaksanakan oleh peneliti baik secara langsung

terhadap obyek penelitian, yaitu dengan mendatangi langsung obyek

28 Abdurrahman Fatoni, Op-Cit., him105.
29 Nana Sudjana ,Op-Cit., hIm 157.
30 Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo,cet.1,2019), him.119
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penelitian yang akan diteliti. Dengan tehnik wawancara yang digunakan
untuk metode pengumpulan data ini, maka peneliti sangat memugkinkan

untuk memperoleh data-data yang akurat, obyektif, murni. Wawancara

atu  proses

)at  menjadi

pengumpul data, U narasumber dan setelah itu
dikembalikan/dijawab berdasarkan instruksi yang diberikan oleh peneliti.
Oleh karna itu Kuisioner adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan

oleh peneliti dengan cara membuat kumpulan-kumpulan pertanyaan yang

31 Makmur, subekti, Metode Penelitian Hukum, (Ungaran: Badan Penyediaan diktat kuliah FH
UNDARIS,2017), him. 14

32 Cholid Narbuko dkk. Metodologi Penelitian ( Jakarta: Bumi Aksara,2017), him.76

338, Nasution, Metode Research ( Jakarta: Bumi Aksara, 2016), him.128
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sesuai dengan pokok masalah yang di teliti dan diserahkan kepada
responden sesuai dengan pengetahuan nya.

D. Kajian Kepustakaan

perunc

6. Analisa

kesimpulan.
7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan menggunakan Logika berfikir deduktif, yaitu penalaran
hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan

hukum faktual yang konkrit) yang di hadapi.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

di propinsi
dustri minyak

ain dari sektor

Pekanbaru yang

| Sumatera. Kota

yang pesat, Kota Pekanbaru memiliki sejarah yangpanjang dalam
pendiriannnya.3

Diawal berdirinya, nama Pekanbaru dulunya bernama Senapelan,
yang dipimpin oleh batin atau yang kita kenal dengan nama kepala suku.

Pada awal berdirinya, Kota Pekanbaru saat itu berupa ladang perkebunan

34 https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/140000179/asal -usul-nama-dan-sejarah-kota-

pekanbaru?page=all, di akses Tanggal 10 Nopember 2021
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dan lambat laun berubah menjadi perkampungan. Selanjutnya nama

Senapelan berubah nama menjadi sebuah dusun yang bernama Dusun

Payung Sekaki, yang berada di Tepian Sungai Siak. Paa zaman VOC

Sekitar tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan hasil keputusan
musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar,
dan Kampar), negeri yang dahulunya bernama Senapelan diganti
namanya menjadi Pekan Baharu, atau dengan bahasa sehari-hari dikenal

dengan nama Pekanbaru. Tanggal 23 Juni 1784 kemudian diputuskan
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2.

sebagai hari lahirnya Kota Pekanbaru. Dan sejak itu ibu kota Kerajaan
Siak berada di Kota Pekanbaru.®

Visi Misi Kota Pekanbaru

3. Pekanbaru Nomor 1

7, menetapkan
“Terwujudnya

k mewujudkan

yang Bertagwa,

at Madani Dalam

Keempat: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi
Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan,

yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri (Olahan dan MICE).

* 1bid...
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Kelima : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni
(Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).*®

3. Slogan Kota Pekanbaru

lahir, jiwa,

ran/rekreasi,

sepenanggungan saling hormat menghormati.

Pada tahun 2005 dan 2006 kota ini memperoleh piala Adipura
untuk kota terbersih dengan kategori kota besar di Indonesia. Kota
Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia.

Kota Pekanbaru merupakan kota jasa.7 Bandar Udara Sultan Syarif

% https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kota-pekanbaru.html, diakses Tanggal 10
Nopember 2021.
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Kasim Il serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu pelabuhan Pelita

Pantai dan pelabuhan Sungai Duku, merupakan pintu gerbang kota

Pekanbaru.

a. Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru berada diantara 101°14' - 101°34' Bujur
Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Kota Pekanbaru terletak
diketinggian 5-50 meter dari permukaan laut. Dahulunya Kota

Pekanbaru seluas + 62,96 Km? kemudian bertambah luasnya menjadi

+ 446,50 Km?, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa hal
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ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7
September 1987. Kemudian luas wilayah Kota Pekanbaru adalah

632,26 Km. Hal ini merupakan hasil pengukuran/pematokan di

f N

3 L

g
o
C
o
Celurahs
5
o
o

berada di Kota Pekanbaru.

37 https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis, diakses tanggal 10
Nopember 2021.
% 1bid...
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Tabel 2. Nama Kecamatan dan Kelurahan yang Berada di Kota Pekanbaru

NO | KECAMATAN KELURAHAN
1 | Binawidya Bina Widya, Delima, Simpang Baru, Tobek
Godang, Sungai Sibam
2 | Bukit Raya Air Dingin, Simpang<Tiga, Tangkerang Labuai,
Tangkerang Selatan, Tangkerang Utara
3 | Kulim Kulim,  Mentangor, Sialang Rampai, Pebatuan,
Pematang Kapau
4 | Limapuluh Pesisir, Rintis, Tanjung Rhu,Sekip
5 | Marpoyan Damai .. ['Maharatu, PerhentianVarpoyan, Sidomulyo Timur,
Tangkerang Barat, T angkerang Tengah, \Wonorejo
6 | Payung Sekaki Air Hitam, Bandar Raya, L abuh Baru Barat, Labuh
Baru Timur, Tampan, Tirta Siak
7 | Pekanbaru Kota Simpang Empat, Sumahilang, Tanah Datar, Kota
Baru, Sukaramai, Kota Tinggi
8 | Rumbai Barat Agrowisata, Maharani, Muara Fajar Barat, Muara
Fajar Timur, Rantau Panjang, Rumbai Bukit
9 | Rumbai Timur Tebing Tinggi Okura,” Sungai.. Ukai, Sungai
Ambang, Lembah Sari, Limbungan
10 | Rumbai Sri Meranti, Umban Sari, Palas, Lembah Damali,
Limbungan Baru, Meranti Pandak
11 | Sail Cinta Raja, Sukamaju, Sukamulya
12 | Senapelan Kampung Bandar, ., Kampung. .Baru, Kampung
Dalam,Padang-Bulan, Padang Terubuk, Sago
13 | Sukajadi Harjosari, “Jadirejo, Kampung Melayu, Kampung
Tengah, Kedung Sari, Pulau Karam, Sukajadi
14 | Tenayan Raya Bambu Kuning, Bencah Lesung, Industri Tenayan,
Melebung, Rejosari, Sialang Sakti, Tangkerang
Timur, Tuah Negeri
15 | Tuah Madani Sidomulyo Barat, Sialangmunggu, Tuah Karya

Tuah Madani, Air Putih

Sejak tahun 2020, Pekanbaru telah menjadi kota Kketiga
berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang.
Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi
pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah

sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja
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sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah
mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang

digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau

sebagai petani
1 juga sekaligus

rel kereta api.

banyak juga yang beralih okupansi.
b. Kondisi Alam

Kota Pekanbaru terletak di jalur lintas strategis perekonomian,

yakni berada jalur lintas Timur Sumatera, berhubung dengan beberapa

propinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi.

Sungai Siak merupakan sungai yang membelah Kota Pekanbaru.
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c. Batas Wilayah
Batas wilayah Kota Pekanbaru dengan Kota tetangga:

1. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

2. S upate aten Pelalawan
Kahupaten an
S ladee
d. a inny.
ah ini dengan Kota

P u at Panjang -t
P u — Bagan Siapi-api '
Pe mb ]
Pe asir
Pe i
Pek N

Peka »w

Peka

Pekan

Pekanba a KM
Pekanbaru i 3,5 KM

e. Bahasa

Bahasa yang menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Kota
Pekanbaru adalah Bahasa Indonesia, Kemudian Bahasa Melayu, Bahasa
Minang. Bahasa melayu mempunyai sejarah yang cukup panjang, karna
pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman

kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah menjadi Internasional di
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Kepulauan Nusantara, atau sekurang-kurangnya bahasa perdagangan di

Kepulauan Nusantara.

Pengertian pekerja/buruh menurut Eeng Ahman danEpi Indriani
pekerja/buruh adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat
bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Pengertian
pekerja/buruh menurut Payaman Siamanjuntak dapat diketemukan dalam

bukunya yang berjudul “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”.

Didalam buku itu dikatakan bahwa pekerja/buruh adalah penduduk yang
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sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah

tangga Secara praksis pengertian pekerja dan bukan pekerja menurut

kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah
tersebut bertarung agar mempu diterima oleh masyarakat.

Dari beberapa penjelasan menurut para ahli diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang
bekerja untuk orang lain karena adanya pekerjaan yang harus dilakukan

dimana terdapat unsur perintah, upah, dan waktu.

44



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

2. Macam-macam Buruh

Buruh ialah orang yang bekerja untuk orang lain yang memiliki

suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan yang sesuai

mn 021) buruh dibagi
N LTSRN A '0.
?ﬂ hari masuk
bl

a karena tidak

usim — musim

Philadelphia, Amerika Serikat. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi
Philadelphia, yang mendefinisikan kembali tujuan dan maksud
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Deklarasi tersebut memuat
prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Tenaga kerja bukanlah barang dagangan;
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b. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah

penting untuk mencapai dan mempertahankan kemajuan yang telah

dicapai;

a bagi Piagam

anusia.

mereka belum meratifikasi Konvensi-Konvensi tersebut (Indonesia
mejadi Anggota ILO sejak tahun 1950). Saat ini Indonesia telah
meratifikasi Lima Belas Konvensi-Konvensi ILO, dan Delapan diantara
adalah Konvensi Inti ILO (Core ILO Conventions) yaitu:

a. Konvensi ILO No. 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
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b. Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan
Hak untuk Berorganisasi;

c. Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan

o
&

thnnang

ditetapkan Konvensi yang menyangkut langkah-langkah perlindungan
terhadap pelanggaran hak-hak serikat pekerja, baik karena ketentuan-
ketentuannya tidak cukup mendorong untuk tidak melakukan atau karena
ketentuan-ketentuan itu menyampingkan kategori-kategori pekerja
tertentu (seperti pembantu rumah tangga, pekerja pertanian, pegawai

negeri), ataupun juga karena keadaan akan pengakuan kemerdekaan sipil
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dan politik dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut
menjadi komitmen terus menerus serikat pekerja untuk pencapaian hak-

hak pekerja/serikat pekerja sebagai legitimasi akan martabatnya sebagai

yang tercantum dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Makna yang tersirat di dalamnya lebih luas karena
mencakup semua orang yang melakukan sesuatu atau bekerja kepada pihak lain,
baik persekutuan,badan hukum, atau perorangan sekalipun denngan menerima
imbalan dalam bentuk apapun yang identik dengan uang namun bisa juga berupa

barang. Pemberi kerja atau Pengusaha adalah orang perseorangan,

persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
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sendiri. Pengusaha juga orang perseorangan, persekutuan atau badan

hokum vyang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan

miliknya. Dan pengusaha juga diartikan perseorangan, persekutuan atau

tangan pengusaha, pemerintah, dan pihak manapun, merupakan
kehendak bebas buruh atau pekerja;

c. Serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk sesuai dengan sektor

usaha, jenis pekerjaan, sesuai dengan kehendak buruh atau pekerja;

d. Basis utama Serikat buruh atau serikat pekerja ada di tingkat

perusahaan, Serikat buruh atau serikat pekerja yang ada dapat
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menggabungkan diri dalam Federasi Serikat buruh atau serikat pekerja.

Demikian halnya dengan Federasi Serikat buruh atau serikat pekerja

dapat menggabungkan diri dalam Konfederasi b.Serikat buruh atau

merupakan orang yang melakukan pekerjaan dibawah perintah orang
lain. Budak sama sekali tidak mempunyai hak atas kehidupannya.
Budak hanya memiliki kewajiban yaitu disuruh atau diperintah oleh
pemilik budak.

Hukum perbudakan saat sekarang adalah hukum perbudakan atau

perburuhan yang asli Indonesia. Hukum perbudakan atau perburuhan
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yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah hukum

yang bersifat tertulis. Tahun 1854 Hindia Belanda menerbitkan

Regeringsreglement (RR) yang memuat mengenai dihapusnya

gotong royong

L ECEYe

pdi ini menjadi

sorang. Pekerja

AL TUT Y

bergabungnya buruh-buruh” pribumi. Selain itu, terjadinya gesekan
antara para pekerja pribumi dengan para pekerja kulit putih telah
menimbulkan keinginan membuat serikat buruh atau serikat pekerja
dikalangan pribumi.

Persatuan Kaum Buruh (PPKB) adalah gagasan dari

Sosorokardono, ketua PPPB (Pegawai Pegadaian) tahun 1919 yang
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dikemukakan dalam kongres Sl ke 1V, pada Oktober 1919 di Surabaya.

Berdirilah PPKB dengan Semaoen sebagai ketua dan soerjopranoto

sebagai wakil ketua. Tujuan dibentuknya PPKB adalah bermaksud

perburuhan murni diambil alih oleh pemerintah kita (Indonesia) dapat
kita lihat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang termaktib di dalam dalam Pasal 27 ayat (2) “tiap
warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak

selaykanya makhluk hidup”.
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Pada awal kemerdekaan sebenarnya hal yang mengenai
Ketenagakerjaan belum manjadi hal paling penting, pokok dimata

pemerintah kita pada masa itu. Yang menjadikan hal yang tidak

engatur mengenai

han maka akan

Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI).®® Satu-satunya serikat buruh
yang dibolehkan ada hanyalah SPSI (Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia), yang praktis hanya menjadi stempel dari kebijakan

Pemerintah Orde Baru pada waktu itu.*

39 Rekson Silaban, Opini Kompas: Pergerakan Buruh Indonesia, Kamis, 1 Mei
2014, http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/1217264/Pergerakan.Buruh.Indonesia, diunduh
pada tanggal 20 Desember 2021, Pk. 14.05 WIB.

40 Ibid

53


http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/1217264/Pergerakan.Buruh.Indonesia

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

d. Zaman Reformasi
Pasca reformasi banyak serikat pekerja atau serikat buruh non-

SPSI melakukan aksi-aksi masa untuk memperjuangkan hak-haknya.

)
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c
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.% anya ada sekitar enam
konfederasi. Saa . § nandingi gerakan buruh dalam
memobilisasi massa, bahkan jika dibandingkan dengan partai politik
sekalipun. Serikat buruh bergerak saling bahu-membahu untuk
memenuhi kebutuhan perjuangan buruh. Buruh tidak dibayar untuk
melakukan berbagai aksi masa dan pemogokan. Sebaliknya buruh

saling tanggung renteng untuk menyukseskan aksinya
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Reformasi 1998 juga telah mengubah struktur ekonomi politik,
melalui  kebijakan ekonomi neoliberalisme. Sebagai contoh

neoliberalisme di Indonesia yakni IMF yang mengajukan syarat

era sebelum reformasi lalu diubah dengan sistem pengupahan UMP
(Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah minimum kabupaten dan
ditambah dengan UMS Upah minimum Sektoral). Dengan model
sistem pengupahan di atas, gerakan buruh tidak dapat menyatu, mereka

akan berjuang sendiri-sendiri berdasarkan wilayah dan sektor. Buruh
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terfragmentasi. Faktanya dari tahun 2000 hingga saat ini belum ada
pemogokkan nasional yang dilakukan oleh gerakan buruh terkait upah.

Adanya UU No. 2 tahun 2004 berkisah pada saat buruh meminta

men buruh secara cepat.

“‘1\‘&\“ .oa eolah lepas

yang dilindungi, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi
dasar hukum sebuah serikat pekerja adalah :

a. Amandemen Pertama UUD Tahun 1945 terhadap Pasal 5 ayat (1),

Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ;
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b. UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar

daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding

Negara _Tah ‘ mor 42, Tambahan
S 1 TESSS '0.
2 asi Manusia

Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;

i. Kepmenakertrans Nomor 201/Men/2001 tentang Keterwakilan dalam
Kelembagaan Hubungan Industrial;

J.  Kepmenakertrans Per-06/Men/IVV/2005 tentang Pedoman Verifikasi

Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
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D. Tinjauan Umum Perselisihan Hubungan Industrial

1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial

Di Negara Indonesia masih untuk memajukan produksinya masih

penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Pasal 106, Pasal 107,
Pasal 108-115, Pasal 116-135, Pasal 136 UU No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Serta UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Prof. Iman Soepomo menyimpulkan terdapat dua jenis perselisihan,

diantaranya :
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1. Perselisihan hak (recthsgeschillen), yaitu perselisinan yang telah

diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, atau

Undang-undang.

8

'Y
SN
3
A
g
(@)
o
o
D
=
:
QD
o

@
&
=
=
o
S
>
s
S
o
@
S
—+
c
~

a. Perselisihan Anta Ka at Buruh adalah perselisihan

antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh
lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian
paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban
keserikatpekerjaan

b. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang

timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran
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hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Misalnya: Buruh
menolak untuk diputuskan hubungan kerjanya, karena pesangonnya

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau nilainya masih

.P
: rja_Bersama berhak
‘
isaha nafsirkan ketentuan

50% atau tuntutan buruh akan tunjangan anak, istri dan lain sebagainya
yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

2. Langkah-langkah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Langkah-langkah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan

jalan konsoliator. Terdapat 3 (tiga) kewenangan konsoliator dalam hal
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Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu: perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan

antara serikat pekerja/serikat buruh didalam suatu perusahaan. Terdapat

bersama mengikat dan wajib dilaksanakan para pihak. Hal tersebut
telah tertera dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial.

2. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka para pihak dapat
melanjutkan proses ke tahap tripartit dengan beberapa pilihan

mekanisme. Mekanisme Mediasi, Konsiliasi, dan Arbirase yang dapat
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dipilin sesuai dengan perselisihan yang akan diselesaikan. Setiap
mekanisme di tingkat tripartit membutuhkan waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan. Produk yang dihasilkan
dari mekanisme mediasi_dan konsiliasi berupa.anjuran yang dapat
diterima atau tidak dapat diterima para pihak. Apabila tidak dapat
diterima oleh salah. satu'pihak atau para pihak maka dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial bersifat final and binding
(terakhir dan mengikat) terhadap gugatan perselisihan kepentingan
Sedangkan putusan terhadap gugatan perselisihan hak dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja dapat diajukan upaya kasasi ke Mahkamah
Agung. Meskipun di dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial perselisinan mulai dari bipartit sampai dengan
tingkat ‘Mahkamah Agung paling lama 140 hari, namun dalam
prakteknya, sebagaimana akan digambarkan dalam temuan penelitian,
jangka waktu tersebut selalu dilanggar.

Penyelesaian-perselisinan hubungan industrial melalui Pengadilan

dilaksanakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu suatu proses

penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh pihak ketiga melalui

Pengadilan Hubungan Industrial, yang merupakan pengadilan khusus yang

dibentuk di lingkup Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Hubungan Industrial,

perselisihan hubungan industrial akan diperiksa dan diputusoleh hakim,

terdiri dari hakim karier, hakim ad-hoc yang pengangkatannya atas usul
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serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Dalam proses peradilan umum,
yang menerapkan Hukum Acara Perdata, Sebelum sidang dimulai hakim
biasanya menawarkan perdamaian (lembaga dading).

Dalam hal ini hakim hanya berfungsi sebagai.fasilitator, tidak ikut
mencampuri pokok perkara. Apabila perdamaian tidak dicapai, baru
kemudian sidang dilanjutkan. LLain halnya, proses yang terjadi di Pengadilan
Khusus Hubungan Industrial, Hakim harus aktif mengupayakan terjadinya
perdamaian, sehingga apabila para pihak telah mufakat untuk berdamai,
maka hal tersebut dijadikan putusan oleh hakim. Dalam hal ini jelas
perbedaannya dengan lembaga dading, karena dalam Pengadilan Khusus
Hubungan® Industrial telah menerapkan Alternative Dispute Resolution
(ADR) yang memungkinkan hakim lebih aktif menerapkan (Alternative
Dispute Resolution (ABR) connect to court): Dalam perkembangan hukum,
bentuk penyelesaian secara non litigasi saat ini sedang digalakkan di semua
negara, mengigat beberapa keunggulan dari sistem penyelesaian non litigasi.
Menurut M. "Harahap bahwa proses litigasi dianggap tidak efektif dan
efisien, terutama di zaman sekarang yang ditandai dengan beberapa gejala,
yaitu business in global village, free market dan free competition, bahkan
lebih jauh banyak kritik yang dilontarkan terhadap badan peradilan.
Penyelesaian perselisihnan secara non litigasi dapat dilakukan melalui
mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sesuai dengan Pasal 2 butir 11 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa mediasi adalah

penyelesaian perselisihan perselisinan hak, perselisihan kepentingan,
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perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat

pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah ditengahi oleh

seorang atau lebih mediator yang netral.

dan kewajibannya serikat pekerja tidak dibawah pengaruh dan tekanan
dari pihak lain. Terbuka, bahwa serikat pekerja dalam menerima anggota
dan atau memperjuangkan pekerja tidak membedakan aliran politik,

agama, suku bangsa dan jenis kelamin.
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b. Mandiri, bahwa dalam mendirikan, menjalankan dan mengembangkan

organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh

pihak lain di luar organisasi.

pekerja mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan e luar dan ke dalam.
Dimana tujuan ke luar yaitu meningkatkan kesejahteraan yang layak
bagi pekerja/buruh dan keluarganya, misalnya dengan mendirikan
koperasi pekerja/buruh. Sedangkan tujuannya ke dalam adalah
memberikan  perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan

pekerja/buruh dari pengusaha.
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

b) Fungsi Serikat Pekerja
Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PHI mengenai Serikat Buruh atau Serikat

Pekerja, adalah Serikat Buruh atau Serikat Pekerja, federasi dan

buruh dan

Bersama dan

.‘0..

Sebagai sarana penya m memperjuangkan hak dan

kepentingan anggotanya.

5) perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

6) Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan

saham di perusahaan.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

tentang Se pekerja sebagai

kuasa Huk kum bagi serikat
industrial yang

Industrial, maka

Pertama, perlu diingat bahwa perselisihan dalam hubungan industrial
terbagi menjadi empat sesuai dengan UUPPHI Nomor 2 Tahun 2004, yaitu
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihnan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.
Penyelesaian terhadap perselisihan-perselisihan tersebut dilakukan dengan

perundingan bipatrit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan Pengadilan Hubungan
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Industrial. Upaya penyelesaian ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan
hukum terhadap pihak-pihak apabila terjadi suatu perselisihan. H. Salim HS
mendefinisikan perlindungan Hukum sebagai upaya atau bentuk pelayanan
yang diberikansoleh Hukum.kepada subjek-Hukum serta.menjadi objek yang
dilindungi.** Pengadilan ~ Hubungan - Industrial ~yang secara nyata
menyelenggarakan Kekuasaan:Kehakiman dipandang sebagai salah satu fungsi
utama darl Hukum yang menjamin perlindungan Hukum bagi penyelesaian
permasalahan ketenagakerjaan. Pengadilan Hubungan Industrial menurut
Undang-Undang diartikan sebagai Pengadilan yang khusus dibentuk di
lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan
memberi putusan terhadap perselisinan hubungan industrial sebagaimana diatur
pada Pasal 1 Angka (17) UUPPHI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan'Hubungan Industrial.

Kedua, Pengadilan Hubungan: Industrial sebagai penyelenggara
kekuasaan kehakiman yang berada pada lingkup Peradilan Umum menerapkan
Hukum Acara Perdata dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial,
diatur pada Pasal 57 UUPPHI Nomor.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Industrial, Hukum Acara Perdata mengenal gugatan dan hak untuk
mengajukan gugatan. Hak dan gugatan berkaitan erat dengan hak dari
penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan. Menurut M. Yahya
Harahap, dalam Hukum Acara Perdata yang bertindak sebagai penggugat

haruslah benar-benar orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat

41 H, Salim HS dan Erlies Seoptiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), hal. 262
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menurut Hukum. Kedudukan dan kapasitas seseorang untuk mengajukan
gugatan diperlukan ketika terdapat hak dan kepentingan yang dirugikan serta
menimbulkan perselisihan, kemudian perselisinan diharapkan dapat
terselesaikan secara adil dan.menjamin kepastian Hukum;.yaitu jaminan bahwa
Hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut Hukum dapat diperoleh
haknya dan bahwa putusan, dapat ‘dilaksanakan. Sudikno dalam definisinya
tentang kepastian Hukum menambahkan bahwa kepastian Hukum merupakan
perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti
seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pada lingkup hubungan industrial tidak = pernah terlepas dari
permasalahan antar para pihak baik antar pekerja dan pengusaha maupun
serikat pekerja. Organisasi serikat pekerja didefinisikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun,2000 tentang Serikat Pekerja pada dasarnya adalah
alat yang utama bagi pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan
kedudukan yang baik, bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan,
dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya serta mempunyai peran dan
fungsi yang strategis di“dalam pelaksanaan hubungan industrial. Salah satu
peran dan fungsi serikat pekerja yang strategis dalam pelaksanaan hubungan
industrial adalah serikat pekerja, federasi, dan konfederasi diberikan hak
khusus untuk mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
Peran dan fungsi tersebut dijamin oleh undang-undang dan merupakan suatu
kepastian Hukum mutlak selama ketentuan tersebut tidak diganti. Ketentuan

yang harus dipatuhi oleh serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat
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pekerja untuk menjalankan fungsi dan peran tersebut adalah harus mempunyai
nomor bukti pencatatan di Dinas Tenaga Kerja (Pasal 25 Ayat (1) Huruf b
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja), ketika sebuah
serikat perkerjamemenuhi-ketentuan ini,.maka serikat pekerja tersebut dapat
bertindak sebagai kuasa Hukum untuk mewakili anggotanya beracara di
Pengadilan. Hubungan Industrial (Pasal/ 87 ,UUPPHI Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial).

Penyelesaian Perselisihan Industrial melalui Pengadilan Hubungan
Industrial menerapkan Hukum Acara Perdata, yaitu pada Pasal 57 UUPPHI
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisthan Industrial, Hukum
Acara Perdata mengenal gugatan dan hak untuk mengajukan gugatan. Zainal
Asikin memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah
suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan yang berwenang
oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak
lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut
menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan
tersebut. Kemudian mengacu kepada Ketentuan tersebut, serikat pekerja dalam
menjalankan kedudukannya sebagai kuasa Hukum berarti juga memiliki hak-
hak yang sama dengan hak kuasa Hukum pada Hukum Acara Perdata, yaitu
berhak melakukan segala wewenang yang diatur dalam Hukum Acara Perdata
termasuk mengajukan gugatan pada Pengadilan, yang dalam lingkupnya yaitu
Pengadilan Hubungan Industrial. Hak untuk mengajukan gugatan tersebut pada

Black’s Law Dictionary diartikan “A Party’s right to make legal claim or seek
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judicial enforcement of a duty or right.”10) Legal Standing diperlukan ketika
seseorang ataupun sekelompok orang melakukan perbuatan hukum di

Pengadilan, kedudukan dan dan kapasitasnya dalam melakukan perbuatan

Prop. R angga T ikul 15.00 WIB
mengata bahwa n S ek asa hukum di
Pengadilan HL rial berdasarkan Undan ng Nomor 2 tahun

2004 tentang Perselisi ekanbaru berjalan

dang Nomor 2 tahun 2004
tentang Perselisihan Hubungan Industrial di kota Pekanbaru sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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B. Apakah yang menjadi Hambatan Serta Solusi Untuk Mengatasi

Hambatan Dalam Pelaksanaan Serikat Pekerja Sebagai Kuasa Hukum di

hal ini mengakibatkan tidak adanya pihak ketiga yang menjadi penegah
atau mengawasi proses bipartit tersebut. Sehingga cenderung pada saat
proses ini pihak pekerja menjadi pihak yang lebih dirugikan.

Pada saat proses bipartit, yang menjadi faktor penghambat adalah:

1. Hukum
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nery we[sy sej

Saat mediasi bipartit hukum yang dijadikan sebuah pedoman tidak
dapat diharapkan. Karena peraturan perundang-undangan mengenai

bipartit tidak ada yang menjamin kepastian hukum. Tidak adanya

Jusaha banyak

nksi yang kuat

LAY

sangat mudah

aitannya dengan

Lanae

kan buruh cenderung
9

dan

engikuti apa yang

Setelah melakukan bipartit tetapi tetap tidak menghasilkan sebuah
kesepakatan, langkah selanjutnya dalam penyelesaian perselisihan
hubungan industria adalah tahap konsiliasi atau tripartit, dimana para
pihak adalah pihak pekerja, pengusaha, pihak ketiga yang ditunjuk oleh
kementrian kehakiman yang ditugaskan dalam membantu proses

pereselisihnan hubungan industrial. Dalam proses ini pihak serikat
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pekerja sangat kesulitan, hal ini dikarenakan apabila dalam anjuran

yang ditulis atau dianjurkan oleh konsiliator yang bersifat merugikan

pihak pekerja tidak dapat dievaluasi oleh Serikat Pekerja.

propinsi, dalam hal ini Peradilan Hubungan Industrial cuma ada di
Kota Pekanbaru, padahal pihak pekerja berada di seluruh wilayah
Propinsi Riau.

2. Lama waktu persidangan

Lamanya waktu persidangan dikarenakan jarak tempuh menuju

Pengadilan Hubungan Industrial yang cukup memakan waktu
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sidang, sehingga membuat pekerja dan serikat kerja cenderung

bolak-balik saat persidangan.

<z
_—
S

Waky

hak pengusaha

dan mau duduk

ARNAN

. Serikat Pekerja dalam hal perundingan dengan pihak mediator berusaha
mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga pada saat proses
mediasi menghasilkan anjuran yang berpihak pada pekerja.

d. Serikat Pekerja dalam hal membantu di Pengadilan Hubungan Industrial
berusaha mengumpulkan semua bukti, mencari saksi yang ahli

dibidangnya, memonitoring diluar pengadilan. Hal ini dikarenakan
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sebelum proses persidangan pihak serikat pekerja dan pengusaha dapat

kembali duduk bersama dengan pihak pekerja, dengan maksud bisa

adanya perdamaian, atau pada saat persidangan pihak pengusaha jangan
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BAB IV

PENUTUP

Mengatasi Hambatan Dalam
Pelaksanaan Serikat Pekerja Sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan
Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Pekanbaru
a. Faktor penghambat

1. Ketika melakukan proses bipartit faktor penghambat adalah faktor

hukum, pengusaha, buruh.
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2. Ketika melakukan proses mediasi faktor penghambat adalah

keterpihakan pihak ketiga kepada pengusaha

3. Ketika melakukan proses konsiliasi faktor penghambat adalah latar

Pelaksanaan serikat pekerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum di
pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian
perselisihan hubungan industrial di pengadilan negeri pekanbaru harus dijalankan
sesuai dengan fungsinya. Hal ini dikarenakan untuk pemenuhan hak-hak pekerja.

Demi terciptanya kesejahteraan pekerja. Maka saran dari peneliti adalah :

78



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

. Bagi pekerja hendaknya lebih kritis dan sadar arti pentingnya menjadi

bagian dari sebuah serikat pekerja. Dan para pekerja lebih berperan aktif

menyuarakan hak-haknya.
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